Tl

.ﬁf_;uqa rﬁ*pu

F A

Ja] MRS T o
.;§1 Fa '?ﬂ{*

st

| ! TEET




Mo, Alumni Univesitzs Mo, Alumni Fakultas
Lizi Wirma Surianti

a). TempatTanggal Lahir : Cupak, 04 Oklaber 1987
(alm} dan Ramaina <) Jurusan @ Akuntansi dy Program sfuds - Akunlansi Pemerintahan
e) NBP © 06086041 ) Tg! Lulus: 28 Juli 2009 g} Predikat Lulus : Sangat Memuzskan

bJIPK: 3,66 1} Lama stude 32 bulan k) Alamat Orang Tua: Ji. Lintas Sumatera Na. 147 |
Dusun Baru Kec. Gunung Talang Kab. Solok Sumatera Barat, |

b} Mama Orang Tuz: Syahruddin

Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusizs dan Permanfzatan Teknclogi

llai Informasi Petaporan Keuangan Pemerintah Daerah {Studi Kasus pa
Tugas Akhic DIV olef Lizi Virma Surdanti

informasi dalam Hubungannys dengan

da Pemerintah Daerah Kabupaten Solak)
Pembimbing 1. Wiwik Andriani, SE.Ak 2. Zahara, SE M Ak Ak

ARSTRAK

melitan il berfujuan untuk menganalisiz hal-hal yang barkaitan dengan nilai informasi
merintah daerah. Mengingat bahwa keterandalan dan maiepatwaktuan merupaken unsur
ating terkail dengan pengambilan keputusan oeroegal @
sianer kepada seluruh kepala dan staf subbagizn akue
oupaten Solok. Penelitian ini menggunakan anzlisis des
=m menginterprestasikan hasil analisis lebih lanjut S
2roleh dan manyajikannya dalam bentuk tabel, Hal
ozt diketahul secara keseluruhan berdasarkan karaki
nenintah Daersh Kabupaten Selek belum meme

pelaporan keuangan
nilal informasi yang
hak. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran
tansikeuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
kriptif untuk memberikan penjelasan yang memudatkan
alah salu caranya dengan mengelompokan data yang
ini dimaksudkan untuk mengambarkan respanden agar
erigliknya. Hasil analisic kapasitas sumber daya manusia
nuhi kriteria keterzndalan dan ketepatwakican, Hal ini
renzkan masih minimnya pegawal beratar pendidikan akuntans! dan helum |elzsnya job description, Dan
‘ahnya pemahaman pegawal lerhadap tugas dan fungsinya sera hambatan di dalam pengolahan data
nags berdampak pada keterlambatan penyelesaian lugas yang harus diselesaikan

- Pemanfaatan teknoclogl
“mast juga befum memenuhi kntera keterandalan dan ketepatwaktuan pelaparan keuangan, Hal ini terjadi
=na teknologi informasinya (berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan sistem akuntansi) belsm
.o seriz belum dimanfaatkan semaksimal mungkin
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dengan pesat. Indonesia
schagai negara yang herkembang, memerlukan dukungan dari semua  pihak,
Resuksesan  penerapan  skuntansi  pemerintahan di daeerah sehingga  dapat
menghasilkan  laporan keuangan vang lehih transparan dan  lebih  akuntabel
memerfukan upaya dan kerja sama dari herbagai pihak vang ditandai dengan
menguamya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dj pusat
maeupun daerah. Akuntahilitas pada awalnva diartikan sebagai pertangeungiawaban
atas segala tindakan seseorang {raja/lembaga) kepada vang memberi Wwewenang alau
wangsit kepadanya (LAN dan BPKP : 2000 dalam Halim, 2004). Dalam konteks
pemerintahan, akunisbilitas mempunyai ani pertanggunpjawaban vang merupakan
salah satu cirl dari terapan good sovermance atau pengelolaan pemerintahan yang
baik. di mana pemikiran tersebul bersumber dari pemikitan  buhws pengelolian
administrasi publik merupakan isu ulama dalam pencapaian menujy clean EOVEFRIRe

atau pemerintahun yvang bersih {AKbar dan Nurbaya < 2000 dalam Halim, 2004),

Lebih lanjut terminologi akuntabilitas dapat dilihat dari sudul pandang
pengendalian tindakan pads pencapaian twjuen, Dalam hal wersebut maka akuniabilitas
mengandung arti kewajiban untuk menvajikan dan melaporkan segala tindak tanduk
dan kegiatan seseorang atan lembaga terutama di bideng administrusi keugngan

kepada pihak yang lebih tingei (LAN dan BPKP @ 2000 dalam Halim, 2004}, Tindak
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tanduk dan kegiatan banyak jemisnva, sehingea terdapat jenis akontahilitas, Jenis
akuntabilitas antara lain adalah akunabilitas kevangan, akuntabilies menfaat dan
akuntabilites prosedural,

Akuntrbilitas keuangan merupakan pertznpoungjawaban menpenaf integritas
kKewangan,  penpungkapan.  dan ketaatan terhadop  perundanpan.  Sasaran
pertangungjawaban ini adalah lsporan keuangan yang disajikan dalam peraturan
perundangan yang  berlaku  vang  mencakup pencrimasn,  penvimpanan  dan
pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP : 2000 dalam Halim,
200<). Hal i scjalan dengan vang dikemukakan oleh Premchand (2003) bahwa the
main imsiruments of fineacial aceouniability ave goverment budgets, periodically
published daga on public fivances, ewnval aeconnts, and the vestigative and other
general veports prepared by independent agencies. Karena dann atsu uang yang
dikelola oleh pemerintah harus terbuka kepada rakvat menjadi lehih besar maka
musyarekat lehih terarik dan merass ikut mengawasi berjalannva sistem akuntabilitas
kevangan. Diari wraian ringkas di atas dapat dipahami dan dikensli bahwa akuntans
sektor publik tidak bisa melepaskan dirl dari pengarub kecenderungan menguatnya
tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut Akuntansi sektor publik ditustut dapat
menjadi alat perencanazn dan pengendalian orpenisasi sektor publik sccara efektif dan
efisien, seria memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

Harus disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
bertujuan umum  untuk  memenuhi - kebutuban informasi dari semus  kelompuk
pengguna, Dengan demikian laporan keusngan pemerintah tidsk dirancang untuk
memenuhi kebutubas spesifik dari masing-masing kelompok pengpuna (Forum Dosen
Akuntansi Sektor Publik, 2006). Informasi vang digunakan hsrus bermanfaat dun

mempunyai nilai. [nformasi aken bermanfast kalan informasi tersehut berpaut dengan
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keputusan  vang menjedi sasaran informasi, Informasi akan bermanfaat kalau
informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan
bermanfaat kalau pemakai mempercavai informasi tersebut, Adopun kriteria dan
unsur-unsur pembentuk kualitas informasi vang menjadikan informasi dalam laporan
keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfant sebagaimana disebutkan dalam
kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdic dari (PP No. 24 Tahun 2005y
(a) relevan, (h) andal, {c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahasi.

Fenomeng pelaporan keuangan pemerintzh di Indonesia sanpat penting untuk
dibahas lebih dalam agar pelaporan kewsngan pemerintah lebil baik ontuk masa yang
akan datang. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang berbusil ditemuekan oleh
Hadan Pemeriksa Kevangan dalam pelaksanaan audit laporan kewangan pemerintah.
Serta beberapa bush wlisan dari berbagai media massa dan intemet tentang laporan
keuwangan pemerintah yaity sebapai berikur:

» Sari (Magister Manajemen USU, Class XX1-2) Sari mengutip
permasafahan ini dari berbagai sumber dan menyimpulkan
bahwa  beberapa lsporan kewsngan  daerah  mengalani
penyimpangan snggaran, antare lain dalam pemberian [unjangan,
insentif, bhantuan keuvangan dan banyak lagi penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan. (Kompas, 12 Februari 20087,

» Pemerintah  Frovinsi  Sumatera Utara  mengangzap  wajar,
penifaian Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuanpan
pemerintah dacrah di Sumatera Utara vang masih  buruk.
Perbaikan yang sangat intensif atas tata kelala laporan kevangan
pemerintah dacrah baru dilukukan setahun terakhir. Misalnya
dalam sctahun terakhir kami sudoh berusaha sanpat keras untuk
memperbaikinya, Paling tidak vntuk laporan kepangan Pemprov
Sumut, kami sudah tepat wakie dan menata inventarisasi aset
Pemprov Sumut (Medan, KOMPAS.com, |2 Juni 2009}

# BPK mengatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dan Pusat memburek karesa dari 191 LKPD yang diperiksa,
sebanyak 72 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan
Pendapat (TMP)  atau  Disclafmer,  sebanyak 8 LEPD
memperoleh opini Tidak Wajar (TW, 110 LKPD memperoleh
apini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan hanva sate doerah
vang mendapatkan opini Wajar Tanps Pengecualian (WTT).
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PENLTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, mako dapat disimpulkan bahwa:

i.

Rapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah kabupaten Solok belum
memenuhi kriteria keterandalun dan ketepatwakevan, Hal ini dikarenakan masih
minimayva pegawai  berlatar pendidikan  akuntansi, belum Jelasnva fob
description,  walaupun  sudah dilaksanakannys  pelatihan-pelatihan untuk
menjamin fungsi akumansi bergalan dengan haik pada Pemerintah Daersh
Kabupaten Solok. Kemudian sistem akuntansi yang dibangun belum sepenuhnya
terlaksana, Schinggs sumber daya manusianys helum memiliki kapesitas yang
bagus, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksansan fungsi akuntansi
vang oda dan akhimya informasi akuntans sebagai produk dari  sistem
akuntansi berkualitas buruk,

Selain i, rendahnya pemahaman pegawai terhadep tugas dan fungsinya
serta hambaetan di dalam pengalahan  dae juga dapat berdampak  pada
keterlambatan penvelesaian tugas vang harus diselesaikan, salah satunya adalah
penvajian laporan keusnpan, Keterlsmbatan penyajian laporan kevangan herarti
bahwa: laporan keuangan belum memenuhi nilai informas vang disyaratkan,
vaity ketepatwaktuan.

Pemantaatan feknologi informasi juga belum memenuli kriteria Keterandalan
dan keteparwakiuan pelaporan kesangan Pemerintah Daerdh Kabupaten Solok,

Hal ini terjadi karena teknologi nformasinya (besupa perangkat keras, perangkal
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lunak, jaringan dan sistem akuntansi) belum cukup serta belum dimanfaatkan
semaksimal mungkin, Kemudian pengolahan data dengan  memanfaatkan
teknologi  informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan  banyak
keunggulan  baik dari sisi keakuratandetepatan  hasil  operasi  maupun
predikatnya sebagai mesin mulliguna dan memiliki keunpgulan dari sisi
kecepatan. Sehingpa jika tlidok dimanfaatkan dengan maksimal maka akan

menghasilkan laporan Kevangan vang tidak akurat dan tepat wakiu,

KETERBATASAN PENELITIAN

Penclitian ini hanva dilakukan dalam Pemerintah Daeral Kabupaten Solok,
sehingga tidak menggambarkan semua objek Pemerintah Dacrah. Yang artinva
validitas eksternal dan hasil penclitian ini masih rendah.

lestrumen dan dafler pertanyasn vang digunakan dalam penclitian ini sebagian
besar mengadopsi dan penclitian sebelumnya vang  dilakukan oleh Desi
Indrrasar (2006). Peneliti berusaha menyesuaikan dengan kondisi vang ada dan
telah melekukan beberapa kali perbaikan namun tetap memiliki kelemahan-
kelemahan,

Kurangnys sikap kepedulian dan keseriusan responden terhadap pertanyaan-
pertanyaan  dalem  Kuisioner schingga belum  sepenuhnyva  menggambarkan

keadaan vang sebenamyva.

it
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